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Abstract 

The state has an important role in the development of a region. Regional development can be 
done through various aspects. One of the aspects is the implementation of the Sustainable 
Development Goals (SDGs). The purpose of this study was to find out how the use of the 
Village Fund in the Maqasyid Syariah Perspective in Grogol Village, Tulangan, Sidoarjo, Jawa 
Timur . The data selected is data for 2020. The type of research is descriptive exploratory field 
research. The results show that the village government has made various efforts and policies 
to encourage the development of people's lives, with the realization of the Village Budget 
Draft. But have not reached maqasyid Sharia 

Kata Kunci: Village Finance, Regional Shopping Budged, Maqasyid Syariah  

Abstrak 

Negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan 
daerah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Salah satu aspeknya dengan 
Penerapan Sustainable Development Goals. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana penggunaan Dana Desa dalam Prespektif Maqasyid Syariah di Desa Grogol, 
Kecamatan Tulangan. Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur.  Data yang dipilih adalah data selama 
tahun 2020. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif eksploratif.Hasil 
penelitian menujukan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan 
untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi pengangaran 
Rancangan Anggaran Desa. Tetapi belum mencapai maqasyid Syariah  

Kata Kunci: Keuangan Desa, Belanja, Maqashid Syariah    

 

 
 
PENDAHULUAN 
Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan tersebut dapat 
dilakukan melalui berbagai aspek ekonomi, sosial hingga pendidikan sehingga dalam mencapai pembantersebut 
pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri atau otonomi desa. Otonomi desa diatur oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya berdasarkan usulan, adat istiadat, dan nilai kebudayaan masyarakat desa. 
Dukungan adanya otonomi desa juga diperkuat dengan adanya alokasi Dana Desa setiap tahun. Pemerintah 
berharap dengan adanya Dana Desa, pembangunan tidak hanya di pusat kota melainkan hingga kepelosok 
desa.(Suroso, 2005)  
Paradigma tersebut memberikan gambaran bahwa desa tidak hanya sebagai level administrasi, namun menjadi 
independent community sehingga berperan sebagai aktor pembangunan (Aswandi, 2014). Pengelolaan 
keuangan desa merupakan kesatuan dari sistem keuangan negara dan daerah sehingga dalam pengelolaannya 
diperlukan standar yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, 
dan pelaporan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
tata pemerintahannya sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat dan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh 
melalui Buku Saku Dana Desa (2017) terdapat peningkatan alokasi untuk Dana Desa setiap tahunnya mulai dari 
tahun 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 280 juta tiap desa, tahun 2016 
menjadi Rp 46,9 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 628 juta tiap desa, dan tahun 2017 menanggarkan Rp 
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60 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 800 juta tiap desa. Pada tahun 2018 alokasi Dana Desa tetap sama 
dengan tahun 2017 yaitu Rp 60 triliun (Keuangan, no date)(www.djpk.depkeu.go.id, 2018). Sedangkan, tahun 2019 alokasi Dana 
Desa rencananya akan ditingkatkan kembali kurang lebih sekitar Rp 73 triliun (Pratama, no date)(www.ekonomi.kompas.com, 
2018). Dana tersebut disalurkan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten tanpa dipotong 
sepersenpun. Pemerintah berharap dengan adanya Dana Desa, pembangunan tidak hanya di pusat kota 
melainkan hingga kepelosok desa (Suroso, 2015:2). 
Dalam Islam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan maqashid syariah 
dalam penggunaan Dana Desa. Menurut Mutakin (2017) maqashid syariah pada dasarnya adalah mewujudkan 
kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan. Pengaplikasian maqashid syariah dalam 
kehidupan nyata adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi. 
Implementasinya dalam penggunaan Dana Desa adalah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap 
terjaganya parameter kemaslahatan umat manusia. Selain itu, maqashid syariah digunakan sebagai rambu 
dalam penggunaan Dana Desa yang diridhai oleh Allah. Menurut Al-Syatibi (1997:324) indikator kemaslahatan 
umat pada terbagi menjadi beberapa tingkatan dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan 
tahsiniyat (kebutuhan tersier). Pada tingkatan dharuriyat terbagi menjadi lima, yaitu: menjaga agama atau hifzh 
al-din), menjaga jiwa atau hifzh an-nafs, menjaga akal atau hifzh al-aql, menjaga keturunan atau hifzh al-nasl, 
menjaga harta dan hifzh al-maal (Al-Syatibi, 1997:324). Lima indikator tersebut merupakan unsur fundamental 
yang harus dicapai dalam menetapkan suatu kebijakan maupun hukum. Dalam ruang lingkup pemerintah desa, 
akuntabilitas dan transparansi merupakan satu hal yang sangat penting demi terciptanya tata kelola yang baik 
atau good governance. Adanya kewenangan atas penggunaan Dana Desa di Desa Grogol didasarkan pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana 
Desa. Desa Grogol merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tulangan yang menjadi situs 
penelitian. Secara administratif Kecamatan Tulangan memiliki 22 desa dan beberapa desa yang telah memiliki 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) hanya 7 (tujuh) desa, salah satunya yaitu Desa Grogol(Web minfisip , 201 8 ) 
(www.fisip.umsida.ac.id, 2018). Desa Grogol juga termasuk dalam desa yang mendapatkan penghargaan “Desa 
Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2017” yang diselenggarakan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan 
Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo (Cak rawala, n o dat e)(www.cakrawala.co, 2017). Hal tersebut didasarkan pada kesadaran perangkat 
desa terhadap pentingnya perlindungan penduduk desa atas resiko ekonomi, yaitu: kecelakaan kerja, meninggal 
dunia, maupun memasuki hari tua. 
Saat wawancara dengan perangkat dan warga Desa Grogol, ternyata pengelolaan keuangan dan program desa 

terdapat berbagai kendala. Kendala pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi ketidakpastian pagu anggaran 

pemerintah pusat dan kabupaten sehingga berpengaruh terhadap pembuatan APB Desa yang terlambat 

(Sekretaris Desa Grogol, Wawancara, 4 Juli 2020). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kaur Keuangan Desa 

Grogol, akan tetapi keterlambatan penanggaran juga tidak selalu dibenarkan untuk dijadikan alasan pembuatan 

APB Desa. Berikut wawancara dengan Bu Khilmi sebagai Kaur Keuangan Desa Grogol: 

“Jadi kita harus tahu dulu dananya berapa baru kita bisa menganggarkan. Ya kalau itu kan masalah 
dari yang di atas (pemerintah pusat dan kabupaten), jadi yang di bawah (internal perangkat desa) harus 
sigap dan cepat sehingga kalau dibilang terlambat ya bisa jadi di kitanya dan bisa jadi di human-nya 
untuk mengalokasikan dana tersebut.” (Kaur Keuangan Desa Grogol, Wawancara, 4 Juli) 

Berdasarkan APB Desa Grogol Tahun Anggaran 2020 terdapat alokasi dari berbagai bidang, yaitu: dana untuk 
bidang pendidikan sejumlah Rp. 45.800.000,00 atau sekitar 2,12%, dana untuk bidang kesehatan sejumlah Rp. 
138.885.000,00 atau sekitar 6,47%, dana untuk bidang pekerjaan umum penataan ruang, dan kawasan 
pemukiman sejumlah Rp. 671.000.854,00 atau sekitar 31,02%, dan sisanya adalah alokasi untuk gaji pemerintah 
dan lembaga desa, serta pengembangan bidang budaya dan keagamaan. (Alokasi dana APBDes) 
Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Koordinator BUMDes Grogol Adil Makmur. Wawancara tersebut untuk 

mengetahui bagaimana keefektifan program desa pada bidang ekonomi sehingga mampu terciptanya 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dalam wawancara tersebut menunjukkan penting sekali pemerintah 

desa tidak hanya memberikan pendanaan usaha, akan tetapi juga diimbangi dengan pelatihan dan 

pendampingan usaha sehingga usaha yang dikembangkan mampu survive dan mendapatkan keuntungan yang 

maksimal (Koordinator BUM Desa Grogol Adil Makmur, 4 Juli 2020).  
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Hal ini tentunya menarik untuk diteliti dan dianalisis terkait penggunaan Dana Desa di Desa Grogol dengan 

menggunakan teori maqashid syariah pada tingkatan dharuriyat oleh Al-Syatibi karena dharuriyat adalah tingkat 

kebutuhan mendasar sehingga apabila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia baik di 

dunia maupun di akhirat (Al-Syatibi, 1997:324).  Tentunya hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang 

6 Tahun 2014  Pasal 7 mengenai pembentukan pemerintah desa yang bertujuan mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan latar belakang peneliti termotivasi untuk mengetahui 

penggunaan Dana Desa di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif maqashid 

Syariah tahun 2020. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  
 
Maqashid Syariah dalam Kitab Al-Muwafaqat 

Maqashid Syariah saat ini tidak lagi menjadi elemen yang menentukan produk syariah saja, akan tetapi lebih 

berperan sebagai alat sosial kontrol untuk mewujudkan kemaslahatan. Maqashid Syariah memberikan pola 

pemikiran yang rasional dan substansial dalam menandang suatu perkara kontemporer (Zaki dan Cahya, 2015).  

Menurut Syathibi (790H:44) Maqashid Syariah adalah 

 

Terjemahan: 

“Biaya syariah bertujuan untuk melestarikan penciptaan-Nya dan memiliki 3 bagian” 
 

Maqashid Syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum sehingga mashlahat sebagai tujuan Tuhan selaku 
pembuat hukum.Kemaslahatan manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 
1) Kebutuhan Primer atau Dharuriyat 

Dharuriat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) merupakan segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan 

manusia demi kemaslahatan manusia. Menurut Djazuli (2003:397) Dharuriat juga merupakan kebutuhan yang 

harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka akan mengancam kesalamatan umat manusia. Hal ini sesuai 

dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 179, yaitu: 

 

 

Terjemahan: 

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa.” 
Beberapa macam Dharuriat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015), yaitu: memelihara agama (Hifdz Ad-Din) 
artinya dalam pemeliharaan agama, setiap manusia mendapatkan kebebasan untuk menentukan keyakinan dan 
melaksanakan ibadah. Islam sendiri menempatkan tujuan hidup untuk beribadah dalam posisi paling utama, 
memelihara jiwa (Hifdz An-Nafs) artinya pemeliharaan jiwa dapat dimaknai menghilangkan segala suatu yang 
mengancam kehidupan seseorang melalui banyak faktor, memelihara akal (Hifdz Al-„Aql) artinya mengindahkan 
segala sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi pikiran ataupun akal, memelihara keturunan (Hifdz An-
Nasl) artinya terjaganya eksistensi keturunan dari segala hal yang mengancamnya, dan memelihara harta (Hifdz 
Al-Maal) artinya adalah terjaganya eksistensi harta, baik melalui penjagaan harta dan pengentasan kmiskinan. 
2) Kebutuhan Sekunder tau Hajiyat 

Hajiyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah suatu kebutuhan manusia dalam memperoleh 

kelonggaran dalam hidup sehingga mampu menghindarkan diri dari kesulitan. Secara bahasa Hajiyat memiliki 

kesamaan dengan kebutuhan sekunder artinya jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan terjadinya kesulitan. 

Dalam Islam sebenarnya terdapat hukum yang bertujuan untuk meringankan (rukhshah) yang bertujuan untuk 

meringankan beban sehingga hukum mampu dilaksanakan tanpa adanya rasa tertekan (Al-Qardhawi, 1999:79). 

Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Hajj Ayat 78:  
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Terjemahan: 

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan 
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) 
dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi 
atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali 
Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” 

 

Setelah terpenuhinya lima indikator tersebut, maka penggunaan Dana Desa seharusnya mampu berkembang 

untuk menghadirkan terpenuhinya program-program sekunder. 

3) Kebutuhan Tersier atau Tahsiniyat 

Tahsiniyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah segala sesuatu yang pantas dan layak untuk 

diikuti, baik dari akal maupun adat kebiasaan sehingga bernilai etis yang baik. Menurut Al-Qardhawi (1999:80) 

kebutuhan Tahsiniyat ketika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan. Tujuan 

adanya Tahsiniyat yaitu untuk menghindarkan hal yang kiranya tidak enak dipandang mata sehingga mampu 

menghadirkan keindahan sesuai dengan norma dan akhlak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Maidah 

ayat 6: 

 
 

 

 

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata 
kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” 

 

Implementasi dari penggunaan Dana Desa tentu nantinya akan memenuhi dalam tingkat Tahsiniyat dalam artian 

dalam menciptakan desa yang semakin modern. 

 

Pengelolaan Keuangan Desa  
Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai 
termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Nurcholis, 2011:81). 
Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertangganggungjawaban keuangan desa. Menurut Nurcholis (2011:10) sumber-sumber pendapatan desa 
berasal dari lima unsur, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Desa), Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, 
Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan keuangan, dan dana hibah. 
 Perencanaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
dibantu oleh seluruh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala sie, serta kepala 
urusan keuangan. Penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 digunakan untu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. 
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Demand side Economics dan Natural Endowment dalam Kitab Muqadimah  

Menurut Misanam, dkk (2014:113) demand side economics  merupakan langkah pandangan Keynesian untuk 

menjaga pertumbuhan ekonomi demi mencegah kemerosotan bisnis. Pertumbuhan dapat tumbuh juga tidak 

terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga bisnis masyarakat. Menurut Khaldun (1986:349), pajak harusnya 

diturunkan untuk mengurangi beban pada masyarakat sehingga ekonomi mampu meningkat. Bahkan, Khaldun 

dalam teori awal (1986:352) mengatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan kegiatan bisnis yang 

dilakukan masyarakat karena kompetisi dalam hal posisi dan sumber keuangan. Penggunaan Dana Desa sudah 

seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan digunakan untuk mematikan ekonomi 

masyarakat melalui BUM Desa sehingga dibutuhkan pengelolaan Dana Desa yang tidak mematikan ekonomi 

masyarakat desa. Menurut Misanam, dkk (2014:113) merupakan pembagian tenaga kerja internasional akan 

lebih berbagai negara daripada sumber daya alamnya. Menurut Khaldun (1986:383) bahkan penduduk yang 

meningkat akan memberikan efek  pada meningkatnya kelaparan tentu saja akan berdampak sebaliknya jika 

sumber daya tersebut digunakan dengan menggunakan keahlian dan keterampilan sehingga penggunaan Dana 

Desa sudah seharusnya untuk mengembangkan sumber daya di desa, baik alam maupun manusia. 

Teori Ekonomi  

Pada penelitian ini sangat berkaitan dengan teori-teori ekonom sehingga dengan demikian penelitian ini penting 

sekali untuk dilaksanakan. Berikut teori yang berkaitan dengan penelitian ini: 

Potential Surplus 

Teori Potential Surplus didasarkan pada karya Paul Baran yang berjudul The Political Economy of Growth yang 

membahas alasan negara berkembang tidak mungkin mengejar ketertinggalan oleh negara-negara maju, kecuali 

mereka melaksanakan revolusi. Menurut Baran dalam Taryono (Ahmad, 2016) revolusi akan terlaksana jika 

tingkat produksi yang seharusnya potensial dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya dengan menggunakan 

teknologi dan tenaga kerja penuh (full employment), serta dalam asumsi pembuat produksi sudah siap. Tentunya 

dalam aplikasi penggunaan dana desa sudah seharusnya mampu meningkatkan teknologi dan pembuat 

produksi sehingga masyarakat dapat bekerja dalam tingkat full employment. 

Teori Keagenan Stewardship 

 Teori  Stwardship oleh Donaldsond dan Davis, 1991, teori yang mendukung untuk memberikan informasi bagi 

hubungan antara stewardship  sebagai pemerintah dan principals disini adalah masyarakat yang memberikan 

wewenang kepada agen untuk mengelola dan memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat. Penelitian 

terdahulu yang mendukung  yang dilakukan oleh  Martani,dkk. (2014) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai 

agen dapat menguntungkan pihak pemerintah dan beberapa otoritas terkait namun untuk mengatasi hal tersebut 

masyarakat dapat melakukan mitigasi dengan melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan saat rapat BPD 

triwulan dan tahunan serta laporan langsung menggunakan benner kinerja dan anggaran Desa.  

 

Kerangka Berpikir 

Al-Qur’an dan Al-Hadits telah menjelaskan bahwa pentingnya melakukan segala hal dengan berpedoman pada 

petunju-petunjuk yang telah Allah berikan termasuk dalam penggunaan dana desa. Selain itu, terdapat teori-teori 

ekonomi, baik Islam maupun konvensional yang menjelaskan bahwa pentingnya membangun kesejahteraan 

bersama. Pembangunan kesejahteraan tersebut diatur dalam hukum formal yang berlaku. Di sisi lain, 

pembangunan secara global menuntun Indonesia juga memperhatikan terkait isu global yang sedang dihadapi. 

Tidak jarang juga pembangunan nasional memperhatikan isu global. Hal tersebut menjadi tantangan bagi dana 

desa yang sudah seharusnya digunakan secara optimal, menjadi peluang jika penggunaan tersebut selaras 

dengan aturan yang berlaku. Islam menyatakan bahwa segala aturan seharusnya sesuai dengan prinsip 

kemaslahatan bersama, sedangkan prinsip tersebut ada dalam nilai-nilai maqashid syariah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan dana desa seharusnya mampu menjaga dimensi-dimensi kemaslahatan dalam 

aplikasinya. Namun demikian, perlunya analisis mendalam mengenai penggunaan dana desa jika 
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dikomparasikan dengan maqashid syariah. Penelitian ini nantinya diulas oleh dua model analisis, yaitu: Analisis 

Intuitif atau Kasfy dan Analisis Kualitatif. Model Analisis Intuitif atau Kasfy ini berlandaskan Hadits Rasulullah, 

yaitu  

 

 

Terjemahan: 

“Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan 
hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta 
fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa.” (HR. Ahmad No. 17545, Al-Albani dalam Shahih At-
Targhib No. 1734 mengatakan: “hasan li ghairihi“). 

 

Tentu saja dalam praktik nantinya analisis intuitif yang dihasilkan akan dibandingkan dengan analisis kualitatif  
yang lebih jelasnya akan disampaikan pada bab selanjutnya. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori baru ekonomi, hukum formal, dan isu global. 
  
METODE PENELITIAN 
 
Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji data deskriptif yang akan ditulis dalam 

bentuk laporan tertulis. Menurut Sarwono (2006:193) penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman dari 

dalam (verstehen) atau memahami permasalahan dari dalam konteks dalam waktu dan kondisi yang fleksibel. 

Penelitian ini pada praktiknya akan mengkualitatifkan mengenai penggunaan Dana Desa perspektif maqashid 

syariah sehingga data tersebut dapat dilakukan penggeneralisasian kesimpulan. 

Situs dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan penelitian ini 

dimulai dari bulan Juli 2020 

 

Metode dan Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode studi kasus (case study) pendekatan 

eksploratif. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Dana Desa perspektif maqashid syariah di Desa 

Grogol sebagai studi kasusnya dan nantinya peneliti akan mencari tahu lebih mendalam mengenai penggunaan 

Dana Desa yang dikomparasikan dengan Al-Qur’an, Al-Hadits, teori-teori ekonomi, hukum formal yang berlaku 

dan isu global untuk kemudian dapat disimpulkan penggunaan Dana Desa tersebut sesuai dengan maqashid 

syariah ataupun tidak 

Teknik Pengambilan Subjek Penelitian 

Penelitian ini memilih informan secara purposive dengan memilih 3 (tiga) kriteria yang dianggap 

memiliki pengalaman ataupun pengetahuan tentang penggunaan dana desa di Desa Grogol, Kecamatan 

Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, serta bersedia untuk menandatangani surat persetujuan untuk rela terlibat 

dalam penelitian ini. Kriteria informan terdiri atas: 

1. Informan Kunci (Key Informan) 

Informan kunci dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kepala Desa karena sesuai Pasal 116 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 bahwa kepala 

desa yang bertanggung jawab atas dana desa secara formal maupun material  

b. Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu Sekretaris Desa karena sesuai dengan 

Pasal 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga 

paham akan teknis penggunaan dana desa. 
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c. Kepala Urusan Keuangan Desa Grogol karena sesuai Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 bahwa tugasnya yaitu menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan dalam rangka 

pelaksanaan APB Desa sehingga paham akan penggunaan dana desa. 

 

2. Informan Utama 

Informan utama dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kepala Sekolah PAUD Edelweis karena Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

bahwa dana transfer juga dapat membiayai bantuan operasional PAUD. Selain itu, Desa Grogol sudah 

memiliki PAUD yang langsung dinaungi oleh desa. 

b. Koordinator BUMDes Grogol Adil Makmur karena Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07/2017 bahwa Dana Desa juga dapat digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui BUM 

Desa. Selain itu, Desa Grogol sudah memiliki BUM Desa. 

c. Ketua RT 02 RW 02 Desa Grogol yang telah lama menempati Desa Grogol dan termasuk salah satu tokoh 

yang berpengaruh. 

3. Informan Tambahan 

Informan tambahan penelitian ini, yaitu: 

Masyarakat Desa Grogol yang telah tinggal minimal selama 2 tahun sehingga dapat memberikan informasi 

terkait program kerja desa. Pemilihannya dilakukan secara acak. 

 

No. Nama Informan Jabatan 
Pengalaman 

Kerja 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Ahmad Yani Kepala Desa Grogol 2 Tahun SMA 

2 Oki Aspuji Pribadi Sekretaris Desa Grogol 2 Tahun S1 

3 Khilmiatur Rokhilah Kaur. Keuangan Desa Grogol 2 Tahun S2 

4 Amirul Mukminin Ketua BUMDes Grogol Adil Makmur 1 Tahun SMA 

5 Nina Luciana Kepala Sekolah PAUD Edelweis Desa Grogol 6 Bulan D3 

6 Yudi Ketua RT 02 RW 02 Desa Grogol 1 Tahun SMA 

7 Sumiati Masyarakat Desa Grogol 0 Tahun SMA 

 

Teknik Penafsiran Data 

Teknik penafisarn data yang digunakan adalah Confrontation Analysis. Teknik Confrontation Analysis 
merupakan penafsiran dengan tujuan untuk mengungkap apa kekhususan dari hasil temuan dengan teori, 
gagasan, konsep, dan pandangan sehingga memperjelas apa yang tersembunyi (Yunita and Christianingrum, 
2018) Pada penelitian ini, pertama yang dilakukan adalah melihat dan membaca kembali hasil analisis data 
penggunaan dana desa berkali-kali sehingga mampu menangkap makna yang disampaikan. Kedua, makna 
tersebut dikomparasikan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku ekonomi, hukum formal, dan isu global. 
Ketiga, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, serta kelebihan dan kekurangan diantara komparasi 
tersebut. Keempat, pada penelitian ini nanti terdapat penilaian terhadap situs penelitian, situasi, informan yang 
terlibat dalam penelitian. Kelima, peneliti merefleksikan dampak penelitian tersebut pada kebijakan dalam 
menggunakan dana desa di Desa Grogol 
 
HASIL PENELITIAN 
Desa Grogol merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 

administratif yaitu 111.900 Ha dengan dua dusun, yaitu: Dusun Bendo dan Dusun Grogol. Berdasarkan data dari 

Buku Profil Desa Grogol Tahun 2017, terdapat penduduk dengan jumlah 5.937 jiwa dengan usia 1 – 14 tahun 

berjumlah 2.811 jiwa. Pekerjaan dominan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Grogol adalah pegawai swasta 

dan buruh pabrik. (Kepala Desa Desa Grogol). Penelitian ini mengulas penggunaan anggarean Dana Desa 
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secara eksploratif dengan memaparkan relitas pengelolaan dan realisasi Pendapatan dan Belanja. Keberadaaan 

regulasi diperwijudkan dengan realisasi baik pendapatan dan belanjanya serta disesuaikan dengan paradigma 

maqasyid Syariah.  

 

Deskripsi Data  

Data yang disajikan dalam penelitian ini didapatkan melalui partisipasi, wawancara, pengamatan, dokumen, dan 

dokumentasi. Data yang diuraikan oleh peneliti berupa penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Grogol, 

Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan Dana Desa meliputi beberapa aspek, yaitu: 

Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Observasi Potensi Desa, Pelaksanaan Musyawarah Desa, Pembuatan 

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, dan Pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa), Pelaksanaan Dana 

Desa (Proses Pengalokasian Dana Desa dan Pelaksanaan Program Desa), Pelaporan Keuangan Desa, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa (Evaluasi Permasalahan Desa, Langkah Keberlanjutan Desa, dan 

Pengisian Matrik Indikator Kinerja Program). Penyajian data yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Grogol, 

Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

Perencanaan Pembangunan dana desa yang dilakukan dengan tahap (Observasi Potensi Desa,  Pelaksanaa 

Musyawarah Desa oleh perangkat dan BPD, Pembuatan Rencana Pemerintah Desa). Dan menghasilkan 

rencana anggaran APBD Desa Grogol tahun 2020 sebagi berikut: 

a) Pendapatan 

Pendapatan yang terdapat di Desa Grogol terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pendapatan asli desa dan pendapatan 

transfer. Pendapatan asli desa didapatkan melalui swadaya masyarakat desa sendiri sehingga mampu 

menghasilkan income bagi desa. Sedangkan, pendapatan transfer didapatkan melalui bagi hasil retribusi dan 

pajak, Dana Desa, ataupun segala bentuk pendapatan desa yang didapatkan melalui pemberian pemerintah 

kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Berikut rincian mengenai pendapatan dalam APBDes Grogol tahun 2020: 

 

Tabel 1 

Pendapatan Pemerintahan Desa Grogol 2020 

No Uraian Anggaran (Rp) 

1 Pendapatan Asli Desa 124.500.000,00 

2 Pendapatan Transfer 2.016.316.618,00 

Jumlah Pendapatan 2.140.816.618,00 

 Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

b) Belanja 

Belanja merupakan alokasi pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan program desa. Belanja desa 

dalam APBDes Grogol terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja 

modal 

Tabel 2 

Belanja Pemerintahan Desa Grogol 2020 

NO Uraian Anggaran (Rp) 

1 Belanja Pegawai 567.450.900,00 

2 Belanja Barang dan Jasa 1.514.568.256,73 

3 Belanja Modal 60.549.566,24 

Jumlah Belanja 2.162.968.724,97 

 Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

 



 
Penggunaan Dana Desa dalam Prespektif Maqashid Syariah …………… 

Vol. 6 No. 2, Tahun  2021 

Inkha Maylalang Syahputri 

 

 

91 
 

Dengan demikian anggaran pendapatan berbanding belanja mengalami defisit sejumlah (Rp. 22.172.106,97) 

 

Pelaksanaan Dana Desa 

Pemerintah Desa Grogol memiliki beberapa program yang terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu: Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. 

Adapun terkait rincian belanja desa berdasarkan bidang program sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Belanja Desa Berdasarkan Bidang Program Pemeritahan Desa Grogol 

NO Uraian Anggaran (Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 804.452.449,24 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 890.185.654,00 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 200.066.129,73 

4 Bidang Pemerdayaan Masyarakat 178.284.292,00 

5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan 

Mendesak Desa 

10.000.000,00 

Jumlah 2.162.988.724,97 

Sumber: APBDes Grogol tahun Anggaran 2020 

 

Berikut merupakan program desa yang didanai menggunakan Dana Desa: 

 

Alokasi Dana Desa Untuk PAUD 

PAUD Edelweis Grogol merupakan salah satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang operasionalnya didanai 

melalui Dana Desa di Desa Grogol.Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Tahun 2020 untuk 

penyelenggaraan PAUD dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk PAUD adalah sejumlah Rp. 

26.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Rencana Anggaran Biaya PAUD Desa Grogol 

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

 

Alokasi Dana Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang dikelola oleh desa yang 

pendanaannya dilakukan melalui Dana Desa. BUMDes Grogol memiliki sebutan BUMDes Grogol Adil Makmur. 

No Uraian 

Anggaran 

Volume 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

1 Belanja Peralatan dan ATK 1 Paket 750.000,00 750.000,00 

2 Publikasi 1 Paket 750.000,00 750.000,00 

3 PMT PAUD 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00 

4 Seragam Siswa 50 Anak 150.000,00 7.500.000,00 

5 Pembelian Sarana dan Prasarana 1 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 

6 Insentif Guru PAUD (4 Orang) 12 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 

Jumlah (Rp) 26.900.000,00 



 
Penggunaan Dana Desa dalam Prespektif Maqashid Syariah …………… 

Vol. 6 No. 2, Tahun  2021 

Inkha Maylalang Syahputri 

 

 

92 
 

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Tahun 2020 untuk penyelenggaraan BUMDes dijelaskan 

bahwa penggunaan Dana Desa untuk BUMDes adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5 

Rencana Anggaran Biaya BUMDes Adil Makmur 

No Uraian 
Anggaran 

Volume Harga Satuan Jumlah 

1 Penanaman Modal Untuk 

BUMDes 
1 Kali 10.000.000,00 10.000.000,00 

Jumlah (Rp) 10.000.000,00 

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

 

Peningkatan Pelayanan Publik  
Hadirnya Dana Desa di Desa Grogol tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik di 

Desa Grogol khususnya pada peningkatan kinerja perangkat desa. Namun, berdasarkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Grogol Tahun Anggaran 2020 rehabilitasi kantor desa menggunakan pendapatan bagi hasil 

sejumlah Rp. 8.281.537,00. Penggunaan Dana Desa untuk kebutuhan bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa sebagai berikut: 

 

Tabel 6 

Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 

No Uraian  Anggaran (Rp) 

1 Penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanaan Desa/ Pembahasan 

APBDes 

 4.500.000,00 

 Jumlah 4.500.000,00 

 Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

 

Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan di Desa Grogol sudah dijamin oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa telah 

menyiapkan beberapa program yang fokus untuk kesehatan, salah satunya adalah KP Asih yang bertujuan 

untuk mengedukasi ibu dan anak terkait pentingnya kesehatan.Berikut merupakan uraian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang menggunakan Dana Desa di Desa Grogol: 

 

Tabel 7 

Penggunaan Dana Desa Untuk Program Pelayanan Kesehatan di Desa Grogol 

No Uraian  Anggaran (Rp) 

1 Kegiatan PPKBD (Pembantu Pembina 

Keluarga Berencana Desa) 

 9.575.000,00 

2 Taman Posyandu  90.840.000,00 

3 Pembinaan Gizi Keluarga  6.150.000,00 

4 BKB (Bina Keluarga Balita)  9.180.000,00 
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5 Program Kader Jemantik  4.410.000,00 

6 Kegiatan Senam Bersama  11.050.000,00 

7 Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)  8.180.000,00 

 Jumlah 139.385.000,00 

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020 

 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan data yang didapatkan maka diperoleh matriks indikator program untuk pengukuran sasaran. Berikut 

ini adalah matriks  

 
Tabel 8 Matrik Indkator Program 

No Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja Tahun 2020 

Target Realisasi Keterangan 

 Penyelenggaraan Pemerintahan Tepat 80% Memuaskan 

 Penyusunan APBD Desa  Tepat 87% Memuaskan 

 Penyusunan APBDes Pos Pendidikan Tepat 96% Memuaskan 

 Penyusunan APBDes Pos Playanan Publik Tepat 80% Memuaskan 

 Penyusunan APBDes Pos Penyelenggaraan 

pemerintahan Desa 
Tepat 

82% Memuaskan 

 Penyusunan APBDes Pos Kesehatan Desa Tepat 95% Memuaskan 

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 
 
Berdasarkan data matriks indikator program untuk pengukuran sasaran didapatkan kategori memuaskan. 

Penilaian itu didapatkan dari data adanya laporan kegiatan, laporan Perjalanan dinas, dan Laporan warga yang 

menjadi informan dalam penelitian tersebut.  

 

Pelaporan Keuangan Desa 

Pelaporan keuangan desa dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penggunaan Dana Desa 

yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Grogol. Hal ini tentunya sesuai Al-Qur’an Surah Al-Muddassir 

Ayat 38: 

 

 

Terjemahan: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” 

 

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 (Katsir, 2005 )(2005:343) ayat tersebut bermakna setiap orang akan 

mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat masing-masing.  Pelaporan tersebut sesuai dengan prinsip yang 

dilakukan oleh Allah untuk menanyakan apa saja yang telah dilakukan masing-masing sehingga apa yang telah 

dilakukan oleh pemerintah desa harus dilaporkan. 

 

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa 

Evaluasi ini digunakan untuk memahami permasalahan desa, langkah keberlanjutan, dan pengisian matrik 

indikator program. Tentunya hal ini merupakan iktikad dalam menjadikan desa yang lebih baik lagi. Dalam Islam 

juga prinsip evaluasi dikenalkan dengan nama muhasabah. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad s.a.w 

yang menyebutkan bahwa: 
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Terjemahan: 

“Semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang 

segera bertaubat.” (HR. At-Tirmidzi No. 2499) 

 

Harapan dari adanya evaluasi tersebut adalah mampu memberikan wawasan baru mengenai program-program 

yang harusnya dilaksanakan dikemudian hari sehingga mampu teralokasikan di APBDes tahun anggaran 

berikutnya 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan Dana Desa perspektif Maqashid Syariah 

di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan 

penggunaan Dana Desa di Desa Grogol telah sesuai dengan maqashid syariah khususnya pada seluruh aspek 

dharuriyat. Pada aspek pelaksanaan Dana Desa, secara prinsip telah sesuai dengan maqashid syariah. Namun 

secara praktik beberapa program tidak mampu menghadirkan mashlahah bagi masyarakat desa. Pada aspek 

pelaporan keuangan desa, secara prinsip tentu sudah sesuai dengan maqashid syariah. Namun secara praktik 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Grogol belum sesuai dengan maqashid syariah, bahkan tidak sesuai 

dengan Al-Qur’an. Pada aspek evaluasi pelaksanaan program desa juga secara prinsip telah sesuai dengan 

maqashid syariah, khususnya pada dharuriyat. Namun, secara praktik belum maksimal untuk dijalankan 

sehingga belum mampu memenuhi aspek maqashid syariah pada dharuriyat. 

 

Saran 

Secara keseluruhan penggunaan Dana Desa di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo telah 

sesuai dengan maqashid syariah secara prinsip. Namun, seringkali secara praktis justru tidak menghasilkan 

maslahah bagi masyarakat desa. Oleh karena demikian, sebagai bentuk rekomendasi, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal untuk menjadikan penggunaan Dana Desa sesuai perspektif maqshid syariah 

sebagai berikut: 

Bagi Pemerintah Desa Grogol, dapat dijadikan bahan pertimbangan sehingga beberapa hal yang krusial, seperti: 

pembuatan buku profil desa dengan infografis yang lengkap, pengelolaan PAUD yang profesional dan 

berintegritas, pengelolaan BUMDes Grogol Adil Makmur dengan melalui tahapan perbaikan yang 

direkomendasikan peneliti, dan pelaporan penggunaan Dana Desa secara transparan dan tetap menjaga norma 

kejujuran dapat terlaksana. 

Bagi pemerintah desa lainnya, dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan program desa yang 

tentunya berbasis kepada kebutuhan dan potesi desa. Namun, tidak terlepas dari koridor Islam yang 

mengharuskan untuk menghadirkan maqashid syariah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kebutuhan dan 

potensi desa dapat diketahui melalui pendekatan personal kepada masyarakat desa dan observasi mendalam 

(indepth observation). Sedangkan, menghadirkan maqashid syariah dapat melalui kajian studi literatur Islam 

ataupun melalui pendapat tokoh ulama yang terdapat di desa. 

Bagi akademisi, hal ini dapat dijadikan suatu kajian ataupun pengabdian untuk membantu desa mengelola 

keuangan dan program sehingga dapat tercapai tujuan dari program tersebut, namun juga sesuai dengan nilai-

nilai Islam. 
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Bagi peneliti lainnya, berharap adanya penelitian lainnya yang mendalam pada objek program desa secara 
menyeluruh yang didanai oleh Dana Desa, baik secara prinsip maupun praktik dalam kajian perspektif maqashid 
syariah. Hal ini karena peneliti ketika melakukan observasi banyak sekali menemukan beberapa program secara 
prinsip sudah sesuai dengan tujuan-tujuan maqashid syariah, namun ketika diteliti secara mendalam tentunya 
secara praktis sangat jauh dari nilai-nilai maqashid syariah. Selain itu, peneliti juga berharap adanya penelitian 
lainnya yang secara makro dapat membuat “Indikator Kinerja dan Program Pemerintah Desa Perspektif 
Maqashid Syariah” sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak dalam menilai kinerja dan program pemerintah 
desa yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah ataukah belum 
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